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ejak tahun 2012 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah 

melaksanakan reformasi birokrasi terutama dalam menjalankan proses bisnis, 

penataan kelembagaan, capacity building, dan continous improvement dalam 

pelaksanaan tugasnya. Selain itu BPOM sebagai instansi pemerintah, telah 

menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga pelaksanaan 

program menjadi transparan dan akuntabel.  

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan 

dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 

bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), meningkatnya kualitas pelayanan 

publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

birokrasi. Akuntabilitas adalah setiap program dan kegiatan dari kegiatan 

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya atau hasil 

akhir kepada masyarakat. 

Salah satu cara untuk mengukur kinerja BPOM adalah dengan menyusun Laporan 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam 

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pusat 

Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) sebagai salah satu unit pelaksana, wajib 

melaporkan akuntabilitas kinerjanya kepada Kepala BPOM RI.  

Laporan Kinerja PRKOM memuat mengenai tugas dan fungsi; perjanjian kinerja; 

pengukuran capaian kinerja; evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Adapun tugas 

PRKOM adalah melaksanakan kegiatan di bidang riset dan kajian obat, narkotika, 

psikotropika, prekursor dan zat aditif, riset dan kajian dan riset obat tradisional, 

suplemen kesehatan dan kosmetik dan riset dan kajian pangan olahan. Sedangkan 

fungsinya adalah penyusunan rencana dan program riset dan kajian Obat dan 

Makanan; pelaksanaan riset dan kajian Obat dan Makanan; evaluasi dan penyusunan 

laporan pelaksanaan riset dan kajian Obat dan Makanan. 

Pada tahun 2019, PRKOM mempunyai perjanjian kinerja sebagai kontrak kerja antara 

Kepala PRKOM dengan Kepala BPOM, sebanyak 7 (tujuh) output riset dan kajian Obat 

dan Makanan. Berdasarkan alokasi anggaran PRKOM tahun 2019 dalam DIPA Nomor 

SP DIPA-063.01.1.632441/2019 tanggal 5 November 2018 yang dituangkan ke dalam 

Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar 

Rp. 24.639.510.000,- (Dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta 

lima ratus sepuluh ribu rupiah), terserap sebesar Rp. 23.148.724.985,- (Dua puluh 

tiga milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu 

sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) atau 93,95%.   
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Realisasi kinerja PRKOM terhadap target tahun 2019 memperlihatkan bahwa telah 

tercapai 7 (tujuh) laporan riset dan kajian atau 100% dan tercapai sasaran strategis 

PRKOM yaitu riset dan kajian yang mendukung pengawasan Obat dan Makanan.  

Adapun kegiatan riset dan kajian yang telah dilakukan sebagai berikut: 

1. Kajian Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadakan melalui e katalog  

2. Kajian Dampak Ekonomi Produk Obat Ilegal 

3. Survei Pemutakhiran Profil Obat Beredar Tahun 2019 

4. Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran, Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan Aman Tahun  2019 

5. Kajian Hubungan Konsumsi Minuman berenergi dan Jamu BKO dengan Gagal ginjal 

6. Kajian Implementasi Kebijakan Post Border terhadap Pengawasan Obat dan 

Makanan 

7. Kajian Keamanan Pangan Indonesia Risk Asessment Center (INARAC) 
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A. Gambaran Umum Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM dan 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit kerja Pusat 

Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dipimpin oleh seorang Kepala 

Pusat. Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama. 

1. Tugas dan fungsi  

Tugas PRKOM adalah melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian 

Obat dan Makanan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, PRKOM mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang riset dan kajian obat, narkotika, 

psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, 

kosmetik, dan pangan olahan; 

b. Pelaksanaan di bidang riset dan kajian obat, narkotika, psikotropika, 

prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan 

pangan olahan; 

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian obat, 

narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen 

kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan; dan 

d. Pelaksanaan administrasi Pusat. 

 

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan adalah salah satu unit kerja di 

lingkungan BPOM yang berperan dalam menyediakan data sebagai scientific 

evidence yang mendukung pengambilan kebijakan pengawasan Obat dan 

Makanan melalui kegiatan riset dan kajian. Sesuai SOP POM-

07.01/CFM.01/SOP.01 tentang Riset dan atau Kajian Obat dan Makanan, topik 

kegiatan riset dan kajian Obat dan Makanan dapat berasal dari pimpinan 

BPOM, Unit internal BPOM, dan PRKOM sendiri sesuai kebutuhan BPOM 

untuk percepatan dan perkuatan sistem pengawasan Obat dan Makanan.   

Secara garis besar fungsi PRKOM mendukung 4 (empat) pilar lembaga BPOM 

dalam beberapa hal, yakni:  

1. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) 

dengan perkuatan regulasi, konfirmasi produk teregistrasi yang beredar, 
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kajian implementasi kebijakan dan penyediaan data dasar yang dapat 

menjadi acuan dalam pengajuan saran kebijakan ataupun reviu kebijakan; 

2. Mendukung pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat 

(post-market) antara lain: pelaksanaan survei dan kajian, penyediaan data 

evaluasi metode sampling, penerapan pedoman sampling sesuai ketentuan, 

kajian risiko keamanan serta penyediaan baseline data peredaran produk;  

3. Mendukung pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui 

penyediaan baseline data terkait masyarakat dan pelaku usaha; 

4. Mendukung penegakan hukum melalui penyediaan informasi adanya 

ketidaksesuaian produk dan melalui kajian risiko. 

 

2. Aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang 

dihadapi organisasi 

Pengawasan obat dan makanan merupakan suatu program yang terkait dengan 

multisektor baik pemerintah maupun non pemerintah. Sehingga diperlukan 

kemitraan dan kerjasama yang lebih sistematis yaitu melalui tahapan 

identifikasi tingkat kepentingan setiap institusi baik pemerintah maupun non 

pemerintah yang mendukung efektifitas pengawasan Obat dan Makanan, 

dimana indikator keberhasilannya diukur dari kerjasama tersebut. Strategi 

pengawasan semakin diperkuat terutama dalam penegakan hukum di bidang 

obat dan makanan sebagai upaya melindungi masyarakat dari Obat dan 

Makanan yang berbahaya.  

Oleh sebab itu BPOM dituntut segera memperkuat lembaganya melalui 

perubahan struktur organisasi serta menyesuaikan program dan kegiatan 

berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.  

Beberapa aspek strategis PRKOM antara lain: 

1. Memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan  

 Hal ini dilakukan melalui penerapan Quality Management System (QMS) ISO 

9001:2015 

2. Meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan kapabilitas modal insani 

 Aspek ini diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan terstruktur yang 

berkelanjutan (continous training and education) baik di dalam maupun di 

luar negeri agar dihasilkan modal insani BPOM yang andal, adaptif, dan 

kredibel.  

3. Memantapkan jejaring lintas sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan 

 Hal ini diwujudkan melalui kerjasama lintas sektor dalam rangka percepatan 

pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan. 
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4. Perkembangan teknologi digital yang pesat di era industri 4.0 

Hal ini diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen 

dalam pelaksanaan riset dan kajian 

 

Permasalahan yang menjadi tantangan bagi peningkatan kinerja PRKOM 

selama pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2019 adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan desain dan instrumen riset dan kajian yang berskala 

nasional dilakukan di tahun yang sama dengan pelaksanaan riset dan kajian 

sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak dan waktu 

pelaksanaan yang lebih lama dibandingkan timeline yang telah ditetapkan; 

2. Belum optimal koordinasi di internal dan eksternal BPOM;  

3. Perlu dukungan sistem informasi dan teknologi agar pelaksanaan riset dan 

kajian dapat efektif dan efisien; 

4. Belum optimalnya akses data dan informasi di lingkungan BPOM dalam 

pelaksanaan riset dan kajian; 

5. Adanya gap competency akibat dari pelaksanaan kegiatan baru dengan pola 

kerja yang mengalami perubahan, semula berbasis laboratorium beralih 

menjadi riset dan kajian berbasis non laboratorium atau riset sosial; hal ini 

membutuhkan waktu lebih banyak untuk peningkatan kompetensi/training; 

6. Jumlah SDM PRKOM yang belum memadai berdasarkan analisis beban 

kerja PRKOM, yaitu dibutuhkan 27 orang PFM, sedangkan yang tersedia 15 

orang.  Selain itu juga membutuhkan 1 (satu) orang Analis Anggaran, 

Caraka dan Pengadministrasian Keuangan, dan 

7. Sulitnya mendapatkan izin dalam pelaksanaan kegiatan riset dan kajian 

dengan pihak eksternal 

 

B. Struktur Organisasi  

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan BPOM No. 26 

Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja BPOM, PRKOM merupakan salah 

satu unit kerja BPOM yang dipimpin oleh seorang kepala Pusat dan membawahi 3 

(tiga) orang Kepala Bidang yaitu: 

1. Bidang Riset dan Kajian Obat dan NAPPZA;  

2. Bidang Riset dan Kajian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;  

3. Bidang Riset dan Kajian Pangan Olahan. 

Selain itu ada Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang 

meliputi Pengawas Farmasi dan Makanan, Analis Kebijakan, Analis Perencana, 

Pengadministrasi Umum, Analis Data dan Informasi, Analis Kepegawaian, 
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Arsiparis, Pranata komputer, Pengadaan Barang dan Jasa dan Fungsional Umum 

(Gambar 1). 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan  

 

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya didukung oleh 35 (tiga puluh lima) orang SDM yang terdiri dari 11 

(sebelas) orang pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), 3 

(tiga) orang pejabat fungsional Analis Kebijakan (AK), 8 (delapan) orang pejabat 

Fungsional Umum (FU), dan 4 (empat) orang pejabat struktural, dan 9 (sembilan) 

orang CPNS. Berdasarkan jumlah SDM tersebut diatas, 3 (tiga) orang sedang 

menjalani tugas belajar S2 di dalam negeri.  

Berdasarkan tingkat pendidikan SDM, PRKOM memiliki 2 (dua) orang S3, 10 

(sepuluh) orang S2, 6 (enam) orang S1-Apoteker, 12 (dua belas) orang S1, 4 

(empat) orang D3 dan 1 (satu) orang SLTA (Gambar 2). Sedangkan tenaga 

pramubakti berjumlah 8 (delapan) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang S1-

apoteker, 5 (lima) orang S1, dan 1 (satu) orang D3. Pada akhir tahun 2019, 1 

(satu) orang telah menyelesaikan studi S3 dan 2 (dua) orang telah menyelesaikan 

studi S2.  
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(a)                                                                            (b) 

 

 

Gambar 2 (a) Grafik proporsi pejabat struktural dan fungsional dan (b) Grafik jumlah 

SDM PRKOM berdasarkan Tingkat Pendidikan 
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erencanaan kinerja merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan 

pemerintahan yang merujuk kepada Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan 

kinerja adalah perencanaan strategis berupa proses yang berorientasi pada 

hasil yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun dengan 

memperhitungkan seluruh aspek yaitu potensi, peluang dan kendala yang ditemui. 

Perencanaan strategis haruslah disusun secara komprehensif dan implementatif 

dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, sehingga dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien dan memberikan hasil dan manfaat yang 

optimal. Perencanaan tersebut secara garis besar disusun dalam Rencana Strategis 

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan lima tahunan dan Penetapan Kinerja 

Tahunan. 

A. Rencana Strategis Tahun 2015-2019  

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan 

yang bersifat mendasar, dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif karena akan 

menghasilkan output maupun outcome yang bersifat strategis. Rencana strategis 

(Renstra) disusun untuk kurun waktu tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada 

RPJMN periode tahun 2015-2019 dan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai 

selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kendala serta peluang 

yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi sehingga pencapaian target 

dapat terealisasi dengan baik.   

Rencana Strategis PRKOM diharapkan menjadi landasan dalam melaksanakan 

Program dan Kegiatan PRKOM di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk 

masa tahun 2015-2019.  Kegiatan PRKOM untuk tahun 2018-2019 mengacu pada 

Rencana Strategis PRKOM versi revisi, karena adanya perubahan Struktur 

Organisasi dan Tata Kelola PRKOM yang baru pada tahun 2018 sehingga kegiatan 

PRKOM yang berbasis laboratorium menjadi non labpratorium, berubah bisnis 

proses dan anggaran PRKOM yang melakukan riset dan kajian seperti survei skala 

nasional dan propinsi. 

Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi tugas utama BPOM 

sangat strategis karena terkait langsung dalam perlindungan masyarakat dari Obat 

dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan peningkatan kualitas 

P 
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kesehatan masyarakat. Selain bertujuan pada perlindungan terhadap kesehatan 

konsumen, pengawasan Obat dan Makanan juga merupakan unsur penting dalam 

meningkatkan daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal maupun global. 

Sasaran kegiatan PRKOM ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin 

dicapai, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan sumber daya yang 

dimiliki PRKOM. Dalam kurun waktu dua tahun (tahun 2018-2019) diharapkan 

PRKOM dapat mencapai sasaran strategis level 2 PRKOM yang diturunkan dari 

sasaran strategis level 0 BPOM (Gambar 3 dan 4).  Berdasarkan rencana strategis 

tahun 2015-2019 yang telah direvisi, maka arah kebijakan dan strategi PRKOM 

yang dilaksanakan telah sesuai dengan arah kebijakan BPOM dengan Peta 

Strategi Balanced Score-Card (BSC) Level 0 BPOM RI (Gambar 3). 

Adapun kegiatan tahun 2019 yang telah dilaksanakan untuk mendukung sasaran 

strategis BPOM meliputi: 

1.  Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM pada level sasaran strategis 

(SS1) yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu antara 

lain dengan: 

Kajian pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan 

Tahun 2019 yang menghasilkan (1) indeks kepuasan masyarakat terhadap 

jaminan pengawasan BPOM (kepuasan masyarakat tidak langsung) dan (2) 

indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BPOM (kepuasan masyarakat 

langsung). 

2.  Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM pada level sasaran strategis 

(SS2) yaitu meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta 

kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan 

Makanan melalui : 

Kajian tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi 

ketentuan, kajian tingkat kepuasan pelaku usaha Obat dan Makanan terhadap 

pemberian bimbingan dan pembinaan oleh BPOM, dan kajian tingkat 

kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman yang tersusun atas 

indeks sikap, indeks pengetahuan dan indeks perilaku masyarakat.
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Gambar 3. Peta strategi level 0 BPOM RI 
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Gambar 4. Peta strategi level 2 PRKOM 
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Pada Gambar 4 yang menggambarkan Peta strategi level 2 PRKOM, terdapat 6 

(enam) sasaran kegiatan yaitu : 

1. Tersedianya Riset dan Kajian untuk mendukung Pengawasan Obat dan 

Makanan 

Pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya 

pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara 

komprehensif dan sistemik. Peran strategis PRKOM dalam mendukung 

pengawasan Obat dan Makanan dilakukan melalui riset dan kajian yang terkait 

kebijakan/regulasi/standar, baik yang akan disusun maupun yang sudah 

diimplementasikan.  

Riset dan kajian dituangkan dalam Rencana Induk Riset (RIR) yang disusun 

antara lain dengan mengacu pada Renstra BPOM, hasil rapat 

koordinasi/arahan Pimpinan, dan permintaan/usulan dari unit-unit di BPOM, 

yang telah dianalisis tingkat kepentingan dan urgensinya. Perencanaan riset 

dan kajian dilakukan sesuai rencana induk yang dapat menjawab kebutuhan 

organisasi. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka keberhasilan 

sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu: a) Persentase riset 

dan kajian yang dimanfaatkan (tahun 2018) dengan target 87,5 persen pada 

akhir tahun 2018, b) Persentase hasil riset dan kajian Obat dan Makanan 

sesuai kebutuhan organisasi (tahun 2019) dengan target 100 persen pada 

akhir tahun 2019. Pencapaiannnya dapat dihitung dengan membagi antara 

topik Riset dan Kajian yang telah selesai dilaksanakan oleh PRKOM dengan 

topik riset dan kajian yang sesuai kebutuhan organisasi. Atau dapat 

dinyatakan dalam rumus: 

IKK 1 = 
riset dan kajian Obat dan Makanan yang dihasilkan 

x 100 % 
riset dan kajian Obat dan Makanan sesuai kebutuhan organisasi 

Target 100 persen diatas dapat dicapai apabila seluruh kegiatan riset dan 

kajian yang dilaksanakan dan diselesaikan PRKOM seluruhnya sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

2. Tersedianya Rencana Induk Riset (RIR) 

Rencana induk riset adalah dokumen perencanaan riset dan kajian, disahkan 

oleh kepala PRKOM dan disetujui oleh pimpinan/Sestama, disusun mengacu 

rencana strategis BPOM, rencana strategis PRKOM, surat permintaan/usulan, 

dan hasil rapat koordinasi/arahan pimpinan yang telah dianalisis tingkat 

kepentingan dan urgensinya. Rencana Induk Riset dibuat dalam kurun 5 (lima) 
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LAKIP Pusat Riset Obat dan Makanan 2019 

tahun, dijabarkan dalam rencana prioritas tahunan dan dapat dikaji ulang 

disesuaikan dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dan 

sumber daya. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator 

kinerja yaitu jumlah dokumen RIR Obat dan Makanan dan target 1 (satu) 

dokumen pada akhir tahun 2019.  

3. Pelaksanaan Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang 

Berkesinambungan 

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017, 

PRKOM memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang riset dan kajian 

Obat dan Makanan. Penyusunan kebijakan teknis dilakukan berdasarkan 

kebutuhan organisasi BPOM. Hal ini dituangkan dalam RIR dan kajian Obat 

dan Makanan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan riset dan kajian agar 

tetap berkesinambungan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan 

indikator kinerja yaitu persentase riset dan kajian yang dilaksanakan sesuai 

dengan rencana induk dan target 100 persen pada akhir tahun 2019. Cara 

perhitungan untuk indikator ini adalah dengan membandingkan antara topik 

riset yang dilaksanakan dan tertuang dalam POK tahun 2019 dengan 

dokumen RIR yang telah disahkan oleh Kepala PRKOM, atau dapat 

dinyatakan dalam rumus: 

IKK 3 = 
riset dan kajian Obat dan Makanan yang dilaksanakan 

x 100% 
riset dan kajian Obat dan Makanan sesuai dengan rencana induk 

Target 100 persen diatas dapat dicapai apabila seluruh riset dan kajian yang 

dilaksanakan dan tertuang dalam POK telah sesuai dengan dokumen RIR. 

4. Terlaksananya Penyelenggaraan Riset dan Kajian yang Efisien 

Dalam rangka efisiensi penyelenggaran riset dan kajian Obat dan Makanan 

maka perlu disusun rencana pelaksanaan sesuai kemampuan dan sumber 

daya yang tersedia. Agar penyelenggaran dapat berjalan sesuai rencana dan 

tepat waktu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. 

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu 

persentase riset dan kajian yang diselenggarakan sesuai dengan timeline dan 

target 100 persen pada akhir tahun 2019. Nilai capaian indikator ini dihitung 

dengan membagi antara riset dan kajian yang sesuai dengan timeline yang 

diukur menggunakan blanko monev pelaksanaan riset dan kajian dengan riset 

dan kajian yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dalam rencana 

induk, atau dapat dinyatakan dalam rumus: 
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IKK 4 = 
riset dan kajian Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai timeline 

x 100% 
riset dan kajian Obat dan Makanan sesuai dengan perencanaan 

Target 100 persen diatas dapat dicapai apabila seluruh riset dan kajian telah 

dilaksanakan sesuai dengan timeline yang telah disepakati diawal tahun. 

 

5. Terdiseminasikannya Hasil Riset dan Kajian ke Stakeholders 

Tersedianya riset dan kajian untuk mendukung pengawasan Obat dan 

Makanan yang menjadi sasaran kegiatan PRKOM memerlukan pengukuran 

terhadap pemanfaatan maupun kesesuaian terhadap kebutuhan organisasi 

melalui respon positif dari stakeholders. Untuk mendapatkan respon tersebut 

dilakukan kegiatan diseminasi antara lain melalui forum diseminasi/ 

publikasi/paparan hasil riset dan kajian kepada stakeholders. Stakeholders 

PRKOM mencakup seluruh pimpinan dan unit kerja di BPOM. Keberhasilan 

sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja yaitu persentase hasil riset 

dan kajian yang didesiminasikan ke stakeholders dan target 100 persen pada 

akhir tahun 2019. Nilai capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan 

antara riset dan kajian yang telah dilaksanakan dengan riset dan kajian yang 

didiseminasikan kepada stakeholder internal atau eksternal BPOM, diseminasi 

dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian melalui nota dinas, pendapat 

ilmiah, saran kebijakan, maupun forum diseminasi riset dan kajian, cara 

perhitungan ini dapat dinyatakan dalam rumus: 

IKK 5 = 
riset dan kajian Obat dan Makanan yang didiseminasikan 

x 100% 
riset dan kajian Obat dan Makanan yang dihasilkan 

Target 100 persen dapat dicapai apabila seluruh riset dan kajian yang 

dihasilkan telah didiseminasikan ke stakeholders internal atau eksternal 

BPOM. 

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi PRKOM Sesuai Roadmap Reformasi 

Birokrasi BPOM Tahun 2015-2019 

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) seperti termuat dalam RPJMN tahun 2015-2019, BPOM 

berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) 

area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental 

melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM 

akan meningkat. PRKOM sebagai unit kerja BPOM melaksanakan RB sesuai 

roadmap RB BPOM. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan 

indikator kinerja adalah Nilai AKIP PRKOM, dengan target 81 pada akhir tahun 

2019. Pengukuran nilai AKIP ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat I BPOM. 



 

 

 

 

 

13 

 

LAKIP Pusat Riset Obat dan Makanan 2019 

Berdasarkan rencana strategis tahun 2015-2019 yang telah direvisi sesuai 

dengan restrukturisasi organisasi BPOM, maka arah kebijakan dan strategi 

PRKOM yang dilaksanakan telah sesuai dengan arah kebijakan BPOM sesuai 

dengan Peta Strategi Level 0 BPOM RI (Gambar 3). 

Adapun kegiatan tahun 2019 yang telah dilaksanakan mencakup: 

1.  Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM pada level sasaran strategis 

(SS1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu melalui Kajian 

Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Jaminan Pengawasan  

Obat dan Makanan Tahun 2019. 

2.  Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM pada level sasaran strategis 

(SS2) yaitu Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta 

kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan 

Makanan melalui: 

a. Kajian tingkat kepuasan pelaku usaha Obat dan Makanan terhadap 

pemberian bimbingan dan pembinaan oleh BPOM. 

b. Kajian kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi 

ketentuan. 

c. Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan 

Makanan yang Aman Tahun 2019. 

3. Pengumpulan data dasar dan pemutakhiran data obat beredar sebagai dasar 

pengukuran kerangka sampling untuk komoditas obat melalui kegiatan Survei 

Pemutakhiran Profil Obat Beredar.  

4. Kajian Dampak Ekonomi Produk Obat Ilegal 

5. Kajian Implementasi Kebijakan Post Border terhadap Pengawasan Obat dan 

Makanan 

6. Kajian Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadakan melalui e-

katalog  

7. Kajian Hubungan Konsumsi Minuman Berenergi dan Jamu BKO dengan Gagal 

Ginjal 

8. Kajian Risiko Keamanan Pangan melalui Indonesian Risk Assessment Center 

(INARAC). 

9. Riset dan Kajian Obat dan Makanan melalui penyusunan kajian Obat dan 

Makanan  

10. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan 

untuk mendorong peningkatan kinerja PRKOM dan pegawai. 

11. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM PRKOM secara proporsional 

dan berkesinambungan sesuai kebutuhan. 

12. Pemutakhiran data pada subsite Sistem Informasi Riset (SIR). 
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13. Membentuk pokja Reformasi Birokrasi di lingkungan PRKOM agar 

terlaksananya roadmap Reformasi Birokrasi BPOM. 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis, PRKOM melaksanakan 

program pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan dalam kegiatan riset 

dan kajian Obat dan Makanan, sebagaimana tercantum pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Program, Sasaran Program, Kegiatan Strategis, Sasaran Kegiatan dan IKU di 

Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan 

Program 
Sasaran 

Program 
Kegiatan 
Strategis 

Sasaran  
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 
Utama 

Target 
Kinerja 

2018 2019 

Pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

Menguatnya 
sistem 
pengawasan Obat 
dan Makanan 

Riset keamanan, 
khasiat dan mutu 
Obat dan 
Makanan 

Tersedianya hasil riset 
dan kajian  untuk 
mendukung 
pengawasan Obat dan 
Makanan 

Persentase riset 
dan kajian Obat 
dan Makanan 
yang 
dimanfaatkan 

87,5%  

 Persentase hasil 
riset dan kajian 
Obat dan 
Makanan sesuai 
kebutuhan 
organisasi 

 100% 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) PRKOM adalah persentase riset dan kajian Obat dan 

Makanan yang dimanfaatkan pada tahun 2018 dan untuk tahun 2019 indikator 

kinerja utamanya adalah persentase hasil riset dan kajian  Obat dan Makanan 

sesuai kebutuhan organisasi. Kegiatan riset dan kajian Obat dan Makanan yang 

dilakukan adalah kegiatan survei dan kajian untuk mengukur indikator kinerja 

pengawasan Obat dan Makanan, dan sebagai dasar rekomendasi untuk 

pengambilan keputusan dan arah kebijakan dalam rangka pengawasan Obat dan 

Makanan yang dilakukan oleh BPOM.  

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 

Penyusunan PK merupakan kewajiban setiap K/L sesuai dengan Permenpan RB 

Nomor 53 tahun 2014, yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi 

kepada pimpinan yang lebih rendah unutk melakukan program/kegiatan. 

Penjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai 

wujud nyata komitmen dalam bentuk dokumen PK menjadi dasar evaluasi dan 

monitoring  pencapaian kinerja secara jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun 

periode dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian 

Kinerja disusun berdasarkan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima 

amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). 
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LAKIP Pusat Riset Obat dan Makanan 2019 

Rincian PK PRKOM pada periode 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 

2019 tercantum di dalam Tabel 2 berikut.  Terdapat perbedaan Pagu Anggaran 

unit kerja PRKOM pada PK Awal tahun dengan pagu anggaran pada saat program 

kerja berjalan, yaitu terjadi penurunan dari Rp. 24.998.654.000,- menjadi 

24.639.510.000,- karena ada pengalihan atau revisi anggaran ke unit eselon II 

lainnya.  

Tabel 2. Perjanjian Kinerja PRKOM Januari s.d. Desember tahun 2019 
No. Sasaran Kegiatan Pagu Anggaran 

(Rp.) 
Indikator Kinerja Target 

1 Tersedianya riset dan kajian 
untuk mendukung 
pengawasan Obat dan 
Makanan 

24.998.654.000 Persentase hasil riset dan 
kajian Obat dan Makanan 
sesuai kebutuhan organisasi 
(2019) 

100% 

2 Tersedianya rencana induk 
riset dan kajian obat dan 
makanan 

Jumlah dokumen rencana 
induk riset dan kajian obat dan 
makanan 

1 

3 Pelaksanaan riset dan kajian 
obat dan makanan yang 
berkesinambungan 

Persentase riset dan kajian 
yang dilaksanakan sesuai 
dengan rencana induk 

100% 

4 Terlaksananya 
penyelenggaraan riset dan 
kajian yang efisien 

Persentase riset dan kajian 
yang diselenggarakan sesuai 
dengan timeline 

100% 

5 Terdiseminasikannya hasil 
riset dan kajian ke 
stakeholder 

Persentase hasil riset dan 
kajian yang didesiminasikan ke 
stakeholder (2019) 

100% 

6 Terwujudnya RB Pusat Riset 
dan Kajian Obat dan 
Makanan sesuai roadmap 
RB BPOM 2015-2019 

Nilai AKIP Pusat Riset dan 
Kajian Obat dan Makanan  

81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

16 

 

 
 
 
 
 
 

A. Capaian Kinerja Tahun 2019 

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mengukur pencapaian pelaksanaan 

kegiatan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian 

PRKOM tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan 

realisasi masing-masing capaian kinerjanya. 

 
Tabel 3. Capaian Sasaran Kegiatan PRKOM tahun 2019 

Sasaran 
Program 

Sasaran Kegiatan Indikator Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

Menguatnya 
Sistem 
Pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

Tersedianya riset 
dan kajian untuk 
mendukung 
pengawasan Obat 
dan Makanan 

Persentase hasil riset 
dan kajian Obat dan 
Makanan sesuai 
kebutuhan Organisasi 

100 100 100% 

 Tersedianya 
rencana induk riset 
dan kajian obat 
dan makanan 

Jumlah dokumen 
rencana induk riset dan 
kajian obat dan 
makanan 

1 1 100% 

 Pelaksanaan riset 
dan kajian obat 
dan makanan yang 
berkesinambungan 

Persentase riset dan 
kajian yang 
dilaksanakan sesuai 
dengan rencana induk 

100% 100% 100% 

 Terlaksananya 
penyelenggaraan 
riset dan kajian 
yang efisien 

Persentase riset dan 
kajian yang 
diselenggarakan 
sesuai dengan timeline 

100% 85,71% 85,71% 

 Terdiseminasikann
ya hasil riset dan 
kajian ke 
stakeholders 

Persentase hasil riset 
dan kajian yang 
didiseminasikan ke 
stakeholders 

100% 100% 100% 

 Terwujudnya RB 
Pusat Riset dan 
Kajian Obat dan 
Makanan sesuai 
roadmap RB 
BPOM 2015-2019 

Nilai AKIP Pusat Riset 
dan Kajian Obat dan 
Makanan 

81 74,96 92,54% 

 

 

 

 

Bab III Akuntabilitas  

Kinerja 
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LAKIP Pusat Riset Obat dan Makanan 2019 

Berdasarkan pada Tabel 3 di atas, target dan realisasi yang dihasilkan PRKOM yaitu 

1. Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan adalah 

100%,  sehingga capaian yang dihasilkan adalah 100%.  Riset dan Kajian Obat 

dan Makanan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Organisasi meliputi 7 

(tujuh) judul seperti pada Tabel 5 dan seluruh (7) judul yang dihasilkan PRKOM 

tahun 2019 telah teertuang dalam RIR PRKOM dengan perhitungan berdasarkan 

rumus perhitungan yang telah tertera dalam BAB II : 

- Jumlah riset dan kajian yang sesuai kebutuhan = 7 topik riset dan kajian 

- Jumlah riset dan kajian yang dihasilkan = 7 topik riset dan kajian  

IKK 1 = 
7 

x 100% = 100% 
7 

    
2. Jumlah dokumen RIR dan kajian Obat dan Makanan. 

Indikator ini telah tercapai dan ditandai dengan telah diselesaikannya reviu atas 

dokumen RIR dan kajian tahun 2019, hasil dari perbaikan dokumen RIR dan 

kajian pada tahun 2018. 

3. Persentase riset dan kajian yang dilaksanakan sesuai dengan rencana induk 

Riset dan Kajian yang dilaksanakan PRKOM tahun 2019 berjumlah 7 (tujuh) topik 

riset dan kajian dengan topik yang telah tercantum pada Tabel 5. Topik riset dan 

kajian yang dilaksanakan berdasarkan hasil reviu terhadap dokumen RIR 

PRKOM telah tercantum dalam dan termuat dalam dokumen RIR PRKOM. 

- Jumlah riset dan kajian yang sesuai dengan rencana induk = 7 topik riset dan 

kajian 

- Jumlah riset dan kajian yang dilaksanakan = 7 topik riset dan kajian 

IKK 3 = 
7 

x 100% = 100% 
7 

    
4. Persentase riset dan kajian yang diselenggarakan sesuai dengan timeline 

Terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak sesuai timeline dari 7 (tujuh) riset dan 

kajian yang dilaksanakan, yaitu Kajian Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

yang diadakan melalui e katalog yang ditargetkan selesai pada triwulan 3 namun 

baru teralisasi 100% pada triwulan 4.  Kendala yang terjadi adalah kesulitan 

dalam memperoleh data obat JKN melalui e-katalog dan berbenturan waktu 

pelaksanaan riset dan kajian dengan kegiatan lain. Perhitungan realisasi 

pencapaian sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

- Jumlah riset yang dilaksanakan sesuai timeline: 6 topik riset dan kajian 

- Jumlah riset yang dilaksanakan sesuai perencanaan: 7 topik riset dan kajian 
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IKK 4 = 
6 

x 100% = 85,71% 
7 

    
5. Persentase hasil riset dan kajian yang didiseminasikan ke stakeholders 

Dari 7 (tujuh) riset dan kajian yang dilaksanakan PRKOM tahun 2019 seluruhnya 

telah didiseminasikan melalui pertemuan atau nota dinas kepada pimpinan dan 

unit kerja yang terkait dalam masing- masing topik riset dan kajian.  

- Jumlah riset yang telah didiseminasikan: 7 topik riset dan kajian 

- Jumlah riset yang dihasilkan: 7 topik riset dan kajian 

IKK 5 = 
7 

x 100% = 100% 
7 

    
6. Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan 

Dari target nilai 81 Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan hanya mampu 

memperoleh nilai AKIP sebesar 74,96 atau tercapai 92,54%. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa komponen penilaian AKIP dari PRKOM yang masih perlu 

ditingkatkan. Rata nilai SAKIP BPOM untuk Pusat sebesar 74,95, sehingga nilai 

yang dimiliki PRKOM masih rata-rata Pusat.  Berikut hasil penilaian tiap 

komponen dalam AKIP tahun 2018 dan gap untuk setiap komponen. 

Tabel 4. Hasil evaluasi SAKIP PRKOM Tahun 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terdapat gap yang cukup tinggi pada aspek Pengukuran Kinerja (8,12) dan Capaian 

Kinerja (6,25), oleh sebab itu PRKOM harus fokus untuk meningkatkan nilai pada 

kedua aspek ini untuk dapat meningkatkan nilai AKIP dimasa yang akan datang.   

Berdasarkan Tabel 4, maka tindaklanjut yang dapat dilakukan berdasarkan saran 

dari Inspektorat I BPOM adalah sbb.: 

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja tahunan dengan 

mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan 

dalam mencapai target kinerja sehingga kinerja dapat diukur, 

2. Menyusun mekanisme pemberian reward dan punishment yang diberikan 

berdasarkan capaian kinerja masing-masing individu untuk meningkatkan 

capaian kinerja, 

No Komponen Bobot Nilai Gap 

1 Perencanaan Kinerja 30 24,97 5,03 

2 Pengukuran Kinerja 25 16,88 8,12 

3 Pelaporan Kinerja 15 13,25 1,75 

4 Evaluasi Kinerja 10 6,12 3,88 

5 Capaian Kinerja 20 13,75 6,25 
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LAKIP Pusat Riset Obat dan Makanan 2019 

3. Laporan kinerja disusun dengan membandingkan data capaian kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan 

perbandingan lain yang diperlukan, 

4. Perlu disajikan perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan standar 

nasional dan realisasi tahun berjalan dibandingkan dengan capaian 

unit/organisasi yang setara, 

5. Evaluasi internal dilakukan secara berkala dan terdapat bukti dokumentasi atas 

pelaksanaan rekomendasi terhadap kendala pencapaian kinerja saat pengukuran 

kinerja. 

Tabel 5. Daftar output kegiatan prioritas PRKOM Tahun 2019 

Indikator Kinerja Kegiatan, Sub Kegiatan 
Capaian Target 

(%) 

I.  Persentase Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang Sesuai Kebutuhan 
Organisasi 

100 

Riset dan Kajian Obat dan Makanan meliputi: 

 

1 Kajian Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diadakan 
melalui e katalog 
Mengalami perubahan judul menjadi : 
Kajian Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

2 Kajian Dampak Ekonomi Produk Obat Ilegal 

3 Survei Pemutakhiran Profil Obat Beredar Tahun 2019 

4 Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat 
terhadap Obat dan Makanan Aman Tahun 2019 

5 Kajian Hubungan Konsumsi Minuman berenergi dan Jamu BKO 
dengan Gagal ginjal 

6 Kajian Implementasi Kebijakan Post Border terhadap Pengawasan 
Obat dan Makanan 

7 Kajian Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center 
(INARAC) 

 

Berdasarkan Tabel 5, analisis capaian kinerja terhadap target tahun ini 

memperlihatkan bahwa 7 (tujuh) riset dan kajian Obat dan Makanan telah selesai 

dilakukan tepat waktu dengan target capaian 100%.  Sasaran kegiatan yaitu riset 

dan kajian untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan juga tercapai dari 

ketujuh output kegiatan tersebut.  Selain dari 7 (tujuh) kegiatan riset dan kajian Obat 

dan Makanan tersebut diatas, PRKOM juga diminta oleh pimpinan BPOM 

(Sekretaris Utama) untuk melakukan kajian dalam pengukuran Indikator Kinerja 

Utama (IKU) BPOM pada level sasaran strategis (SS2) yaitu: 

1. Kajian Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha Obat 

dan Makanan Dalam Memenuhi Ketentuan BPOM. 

2. Kajian Tingkat Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan Terhadap Pemberian 

Bimbingan dan Pembinaan BPOM. 
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3. Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan 

yang Aman Tahun 2019 

 

Adapun justifikasi kegiatan riset dan kajian Obat dan Makanan untuk tercapainya 

sasaran kegiatan riset dan kajian untuk mendukung pengawasan Obat dan 

Makanan selain tuntutan suprasistem BPOM terhadap kinerja BPOM dalam 

pengawasan Obat dan Makanan dan masukan terhadap reviu renstra dan indikator 

kinerja BPOM yang diharapkan dapat mengambarkan pekerjaan dan kondisi produk 

Obat dan Makanan yang diawasi secara menyeluruh, juga sebagai berikut: 

1. Kajian Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang Diadakan Melalui e-

Katalog 

a. Terdapat perubahan judul kegiatan menjadi “Kajian Obat Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN)” dengan justifikasi kajian difokuskan pada mutu 

Obat dengan pengawalan khususnya pada Obat JKN, tidak melihat jalur 

pengadaan e-katalog maupun non e-katalog. 

b. Mendapatkan hasil kajian yang mampu memberikan solusi terhadap 

permasalahan dan masih menjadi kendala pada pengadaan obat melalui e 

katalog. 

2. Kajian Dampak Ekonomi Produk Obat Ilegal 

a. Untuk memetakan kondisi terkini obat ilegal di Indonesia dan mengkaji 

potensi kerugian ekonomi baik dampak langsung maupun dampak tidak 

langsung yang disebabkan oleh beredarnya obat ilegal di Indonesia. 

b. Memberikan informasi kebijakan bagi instansi terkait dalam pengambilan 

kebijakan untuk mengatasi obat palsu di Indonesia.  

3. Survei Pemutakhiran Profil Obat Beredar Tahun 2019 

a. Untuk mengetahui berapa besar jumlah obat yang beredar di Indonesia dan 

populasinya dari seluruh NIE yang sudah disetujui oleh BPOM. 

b. Meningkatan sistem pengawasan mutu post market dan konfirmasi data pre 

market serta untuk mendeteksi penyimpangan dan mendapatkan gambaran 

mengenai variasi dan jenis obat yang beredar di seluruh Indonesia.  

c. Data hasil survei obat beredar tahun 2019 dapat digunakan sebagai dasar 

penentuan sampel yang representative terhadap populasi dalam penetapan 

obat yang memenuhi syarat. 

4. Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat terhadap 

Obat dan Makanan Tahun 2019 

a. Untuk mengukur nilai indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap 

Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat pada skala Nasional, 

Regional, Provinsi dan Loka sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM 
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b. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam 

memberikan jaminan terhadap Obat dan Makanan yang aman, 

berkhasiat/bermanfaat dan bermutu yang beredar di masyarakat. 

c. Mengukur tingkat kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan 

yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu untuk dikonsumsi 

 

5. Kajian Hubungan Konsumsi Minuman Berenergi dan Jamu BKO dengan Gagal 

Ginjal 

a. Untuk mengetahui kaitan antara riwayat penggunaan minuman berenergi 

yang tidak sesuai anjuran pemakaian dengan kejadian gagal ginjal kronis 

pada pasien yang menjalani hemodialisis di rumah sakit, 

b. Untuk mengetahui kaitan antara riwayat konsumsi jamu yang mengandung 

Bahan Kimia Obat (BKO) dengan kejadian gagal ginjal kronis pada pasien 

yang menjalani hemodialisis di rumah sakit 

c. Untuk mengetahui tren konsumsi minuman berenergi oleh komunitas pelajar 

dan pekerja berat 

 

6. Kajian Implementasi Kebijakan Post Border terhadap Pengawasan Obat dan 

Makanan 

a. Memberikan rekomendasi kebijakan terhadap implementasi Peraturan 

BPOM No. 29 dan No.30 Tahun 2017 yang lebih baik, baik dalam kontribusi 

terhadap tata niaga ekspor impor untuk mengurangi lartas (larangan 

terbatas) dan juga dalam pengawasan dan terwujudnya Obat dan Makanan 

yang aman bagi masyarakat 

b. Menganalisis dan memetakan peran stakeholder dalam implementasi 

Peraturan BPOM No. 29 dan No.30 Tahun 2017; 

c. Menganalisis efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem 

pengawasan post border pemasukan obat dan makanan. 

d. Mengindentifikasi masalah yang dihadapi stakeholder dalam implementasi 

Peraturan BPOM No. 29 dan No.30 Tahun 2017; 

e. Memberikan rekomendasi kebijakan terhadap implementasi Peraturan 

BPOM No. 29 dan No.30 Tahun 2017 dalam memberikan kontribusi dalam 

tata niaga ekspor impor untuk mengurangi lartas (larangan terbatas) 

khususnya dari bahan baku serta produk obat dan makanan, sehingga dapat 

mengurangi dwelling time dan porsi biaya logistik  
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7. Kajian Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC) 

a. Tersedianya data kajian risiko pada produk pangan olahan yang akan 

menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan dan 

atau penyusunan standar/program/kegiatan keamanan pangan di BPOM 

b. Meliputi kegiatan review SOP INARAC, kajian paparan akrilamida pada 

produk kopi, kajian risiko 3-MCPD-E dan GE pada produk minyak sawit, dan 

Focus Group Discussion lintas Kementerian/Lembaga yang terkait dalam 

keamanan pangan 

c. Sebagai focal point ASEAN Risk Assessment Center di Indonesia 

 

8. Kajian Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha Obat 

dan Makanan Dalam Memenuhi Ketentuan BPOM. 

a. Untuk mengukur Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU) pada tingkat 

Provinsi dan Nasional yang akan dijadikan sebagai baseline Pusat dan 

Balai Besar/Balai/ Loka POM dalam penentuan target indikator pada 

rencana strategis tahun 2020-2024. 

b. Sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) unit-unit terkait di Kedeputian 1,2 

dan 3 serta Balai Besar/Balai/Loka POM seluruh Indonesia. 

9. Kajian Tingkat Kepuasan Pelaku Usaha Obat dan Makanan Terhadap 

Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM. 

a. Untuk mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan 

bimbingan dan pembinaan dari BPOM yang akan dijadikan sebagai 

baseline data BPOM dan Balai Besar/Balai POM dalam penentuan target 

indikator pada renstra BPOM 2020-2024. 

b. Mengevaluasi program bimbingan dan pembinaan yang telah dilaksanakan 

oleh unit teknis di lingkup BPOM. 

c. Sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) unit-unit terkait di Kedeputian 1,2 

dan 3 serta Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia. 

 

Perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka 

target sesuai dengan instrumen sasaran strategis beserta perubahannya ada pada 

Tabel 7.  Oleh sebab itu capaian kinerja tidak dapat dapat dibandingkan dengan 

standar nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 karena adanya perubahan sasaran dan 

indikator.  Pada tabel tersebut, capaian yang dapat dibandingkan adalah capaian 

pada tahun 2018 dan tahun 2019.  Pada SK1, SK5 dan SK6 terjadi kenaikan 

capaian terhadap target kinerja.   

Sasaran kegiatan (SK1) yaitu tersedianya riset dan kajian untuk mendukung 

pengawasan Obat dan Makanan tercapai dengan persentase hasil riset dan kajian 



 

 

 

 

 

23 

 

LAKIP Pusat Riset Obat dan Makanan 2019 

Obat dan Makanan sesuai kebutuhan organisasi yang meningkat dari 87,5% (tahun 

2018) menjadi 100% (tahun 2019) dan hasil tersebut diperoleh dari jumlah hasil riset 

dan kajian yang dimanfaatkan atau dibutuhkan oleh organisasi per jumlah riset dan 

kajian yang dihasilkan.  Walaupun tahun 2018 dan 2019 mempunyai indikator 

kinerja yang berbeda, namun cara pengukuran nya sama. 

Dalam melakukan kegiatan riset dan kajian Obat dan Makanan pada tahun 2019, 

terdapat kendala-kendala beserta solusi seperti tercantum pada Tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Rekapitulasi Analisis selama Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Kajian Obat dan 
Makanan Tahun 2019 

No. KEGIATAN KENDALA SOLUSI 

1 Kajian Pengukuran 
Tingkat Kesadaran 
dan Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Obat dan Makanan 
Aman Tahun 2019 

• Proses lelang yang butuh waktu 
lama, proses pembuatan aplikasi 
perlu beberapa kali revisi dan uji 
coba 

• Pengambilan data terkendala 
dengn banyaknya bencana seperti 
asap (Ruai, kalimantan Tengah), 
gempa bumi (Ambon), 
kerusahan/gangguan keamanan 
(Papua, Papua Barat) 

• Melakukan percepatan 
proses pelaksanaan kegiatan 

• Meminta penggantian Daftar 
Sampel Blok Sensus (DSBS) 
dengan BPS, terutama untuk 
daerah yang dalam 
gangguan keamanan seperti 
papua, Papua Barat 

2 Survei Tingkat 
Kepuasan Pelaku 
Usaha Obat dan 
Makanan Terhadap 
Pemberian Bimbingan 
dan Pembinaan 
BPOM. 
 

• Terdapat kendala dalam analisis 
data karena beberapa balai belum 
mengisi link survei online padahal 
telah melakukan bimbingan dan 
pembinaan kepada pelaku usaha 

• Melakukan identifikasi pelaku 
usaha yang sudah diberi 
bimbingan dan pembinaan  

• Meminta Balai POM 
mengirim email blast kepada 
pelaku usaha yang sudah 
dilakukan bimbingan dan 
pembinaan 

3 Kajian Pengukuran 
Indeks Kepatuhan 
(Compliance Index) 
Pelaku Usaha Obat 
dan Makanan Dalam 
Memenuhi Ketentuan 
BPOM. 
 

• Pelaksanaan input data oleh Balai 
POM kedalam sistem aplikasi SIPT 
selalu terganggu (server 
pusat/Pusdatin)  

• Pemintaan data hasil pemeriksaan 
sarana produksi, distribusi, iklan 
dan penandaan Obat dan Makanan 
yang berulang-ulang ke bagian 
Kedeputian 1,2 dan 3  

• Melakukan koordinasi 
dengan Pusdatin tentang 
gangguan server  

• Menyurati secara 
berkelanjutan data hasil 
pemeriksaan tersebut  
kepada  kedeputian 1,2 dan 3 

4 Survei Pemutakhiran 
Profil Obat Beredar 
Tahun 2019 

• Berdasarkan desain metodologi 
sampling profil obat beredar 
membutuhkan pemetaan 
clustering sarana apotek besar, 
sedang dan kecil  

• Berdasarkan desain metodologi 
sampling profil obat beredar 
membutuhkan  
sampel sarana yang besar dan 
berbeda antar provinsi dan 

• Melakukan permintaan 
clustering sarana apotek 
besar,sedang dan kecil ke 
Balai Besar/Balai POM 
seluruh Indonesia 

• Perlu penambahan tenaga 
(enumerator) dalam 
pelaksanaan survei  untuk 
memenuhi target sarana 
survei. 
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No. KEGIATAN KENDALA SOLUSI 

Kabupaten/Kota untuk 
pelaksanaan survei. 

• Pengumpulan data survei oleh tim 
DKI Jakarta tidak sesuai jadwal 
yang menjadi target, karena 
sarana survei mempunyai item 
obat yang banyak. 

• Perlu penambahan waktu 
yang dibutuhkan untuk 
memenuhi target sarana 
 

5 Kajian Dampak 
Ekonomi Produk Obat 
Ilegal 

• Kendala koordinasi dalam rangka 
pengumpulan data dan lambatnya 
respon unit teknis terkait dalam 
memberikan data dukung 

• Minimnya data pemalsuan obat 
yang terkait langsung dengan 
aktivitas ekonomi legal dalam nilai 
rupiah, meskipun terdapat data 
kualitatif peredaran produk palsu 
dari merek-merek tersebut yang 
dijual. 

• Beberapa data yang diperoleh dari 
Kedeputian IV baik data dari 
Operasi Pangea, Opgabnas dan 
Operasi Terpadu merupakan 
gabungan data pemalsuan obat 
dan data produksi dan distribusi 
obat atau bahan obat yang 
ditujukan untuk penyalahgunaan 
obat seperti produksiTramadol, 
Heksimer, PCC, dll. 

• Melakukan follow up 
terhadap permintaan data, 
khususnya dit. Penyidikan. 

• Dalam melakukan analisis 
dampak ekonomi, 
penggunaan data-data 
dilakukan lebih cermat 
dengan membedakan data 
pemalsuan obat dengan 
data produksi dan distribusi 
ilegal (clandestine) yang 
memberikan pengaruh 
berbeda pada aktivitas 
industri farmasi. 

• Kajian kuantitatif dilengkapi 
dengan analisis kualitatif 
untuk memberikan 
gambaran luasan 
(magnitude) peredaran obat 
palsu/ilegal di Indonesia.  

6 Kajian Implementasi 
Kebijakan Post 
Border terhadap 
Pengawasan Obat 
dan Makanan 

• Kesulitan berkoordinasi dengan 
Internal Unit 

• Sulitnya meminta masukan daftar 
pertanyaan kuisioner internal 
BPOM 

• Uji coba kuesioner stakeholder 
mapping dan kuesioner 
implementasi untuk responden 
DJBC mengalami kesulitan dalam 
pemahaman 

 

• Internal Unit diundang 
kembali pada rapat-rapat 
berikutnya 

• Melakukan komunikasi 
terkait hal ini dengan 
Ka.BPOM melalui Sestama 
dan Ka. PRKOM 

• Melakukan penyederhanaan 
narasi dalam kalimat pada 
masing-masing kuesioner 

7 Kajian Obat Jaminan 
Kesehatan Nasional 
(JKN) yang diadakan 
melalui e-katalog 

• Sulit memperoleh data tentang 
obat JKN yang diadakan melalui 
e-katalog dengan lintas 
unit/sektor BPOM 

• Sulit memperoleh literatur/ kajian 
tentang pengadaan Obat JKN 

• Waktu yang bentrok dengan 
kegiatan survei lainnya 

• Membentuk tim kajian lintas 
unit/sektor 

• Mencari literatur terkait lebih 
banyak.dari berbagai 
referensi dan melakukan 
diskusi dengan berbagai 
narasumber 

• Mengganti judul kegiatan 
menjadi “Kajian Obat 
Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN)” 
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No. KEGIATAN KENDALA SOLUSI 

8 Kajian Hubungan 
Konsumsi Minuman 
Berenergi dan Jamu 
BKO dengan Gagal 
Ginjal 

• Lamanya pengurusan ethical 
clearance dan perizinan RSt  

• Pengambilan data di beberapa 
RS terkendala karna beberapa 
RS yang sedang diakreditasi, 
sehingga pengambilan data 
mundur  

• Percepatan pengurusan 
dengan lebih intens 

• Mengganti dengan RS lain 
dan subsidi silang dengan 
RS dari wilyah lain seperti 
Jakarta, Yogyakarta dan 
Jabar 

9 Kajian Keamanan 
Pangan (INARAC) 

• Untuk kegiatan kajian paparan 
pada kopi belum ada lab pengujian 
yang menyanggupi. PPPOMN 
dapat melakukan pengujian 
akrilamida tapi tidak sesuai 
dengan TUPOKSI 

• Kegiatan INARAC melibatkan 
lintas sektor/stakeholders 
sehingga membutuhkan proses 
koordinasi yang cukup memakan 
waktu 
 

• Perihal belum adanya lab 
pengujian yang belum 
menyanggupi kajian paparan 
pada kopi sudah dilaporkan 
ke Plt Deputi 3 

• Dicoba menghubungi 
BBPOM yang memiliki LCMS 
MS 

• Melakukan koordinasi 
seefektif mungkin 

Sasaran kegiatan (SK5) yaitu terdiseminasikannya hasil penelitian ke stakeholders 

juga tercapai, dan mengalami kenaikan dari 87,5% (tahun 2018) menjadi 100% 

(tahun 2019) hasil riset dan kajian yang didiseminasikan ke stakeholders.  

Diseminasi dapat dilakukan melalui presentasi di depan pimpinan/unit terkait, 

diseminasi laporan atau ringkasan eksekutif, forum khusus seperti forum diseminasi 

atau focus group discussion, dll.  Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner 

pemanfaatan hasi riset dan kajian. 

Tabel 7. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2018-2019 

KODE SASARAN PROGRAM INDIKATOR 
TARGET KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

Berubah menjadi (OTK baru) 

SK 1 Tersedianya riset dan 
kajian untuk 
mendukung 
pengawasan Obat dan 
Makanan 

Persentase riset 
dan kajian yang 
dimanfaatkan 

- - - 87,5% - 

Persentase hasil 
riset dan kajian 
Obat dan Makanan 
sesuai kebutuhan 
organisasi 

- - - - 100% 

SK 2 Tersedianya rencana 
induk riset dan kajian 
obat dan makanan 

Jumlah dokumen 
rencana induk riset 
dan kajian obat dan 
makanan 

- - - 1 1 

SK 3 Pelaksanaan riset dan 
kajian obat dan 
makanan yang 
berkesinambungan 

Persentase riset 
dan kajian yang 
dilaksanakan 
sesuai dengan 
rencana induk 
 

- - - 100% 100% 



 

 

 

26 

 

KODE SASARAN PROGRAM INDIKATOR 
TARGET KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

SK 4 Terlaksananya 
penyelenggaraan riset 
dan kajian yang efisien 

Persentase riset 
dan kajian yang 
diselenggarakan 
sesuai dengan 
timeline 

- - - 100% 100% 

SK 5 
 

Terdesiminasikannya 
hasil penelitian ke 
stakeholder 

Persentase hasil 
riset dan kajian 
yang 
didiseminasikan 
dan mendapat 
respon positif 
(bermanfaat) 

- - - 87,5% - 

Persentase hasil 
riset dan kajian 
yang 
didesiminasikan ke 
stakeholder 

- - - - 100% 

SK 6 Terwujudnya RB Pusat 
Riset dan Kajian Obat 
dan Makanan sesuai 
roadmap RB BPOM 
2015-2019 

Nilai AKIP Pusat 
Riset dan Kajian 
Obat dan Makanan 

- - - BB BB 

 

Nilai evaluasi SAKIP PRKOM mengalami kenaikan dari 72,36 (BB) menjadi 74,96 

(BB) untuk mencapai sasaran kinerja (SK6) terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) 

PRKOM sesuai roadmap RB BPOM tahun 2015-2019.  Nilai ini termasuk rata-rata 

untuk unit Eselon II Pusat BPOM.  Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan telah 

mempunyai Tim Pokja RB dengan 6 (enam) area perubahan dan asesor RB yang 

melakukan PM EPITE dan PMPRB.  Kegiatan yang telah dilakukan antara lain 

workshop internalisasi RB dan penandatangan fakta integritas, capacity building 

dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, dan kegiatan SPIP. 

Secara umum dengan keterbatasan yang ada, kegiatan riset dan kajian Obat dan 

Makanan telah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan 

meskipun terdapat gap competency. Hal ini tidak terlepas dari komitmen seluruh 

manajemen dan SDM PRKOM untuk semaksimal mungkin mencapai target indikator 

kinerja utama. Suasana kerja yang kondusif dan kerjasama yang baik antar pegawai 

turut mendukung kelancaran pelaksanaan riset dan kajian Obat dan Makanan. 

Perencanaan dan persiapan kegiatan riset dan kajian Obat dan Makanan yang baik 

dibantu dengan narasumber yang kompeten dan relevan dengan kegiatan riset dan 

kajian; penerapan dan pelaksanaan Quality Management System (QMS), serta 

monitoring dan evaluasi secara berkala dengan sistem e-Monev PRKOM untuk 

memantau terlaksananya kegiatan riset dan kajian.  

Selain itu, SDM PRKOM juga mengikuti pelatihan teknis (inhouse training), 

partisipasi dalam berbagai workshop, seminar, pelatihan baik teknis maupun 

manajerial di tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan kebutuhan riset 



 

 

 

 

 

27 

 

LAKIP Pusat Riset Obat dan Makanan 2019 

dan kajian Obat dan Makanan. Hal ini untuk meningkatkan kompetensi dan 

profesionalisme SDM PRKOM dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai Struktur 

Organisasi baru, sehingga meningkatkan kinerja PRKOM yang semula berbasis 

laboratorium beralih menjadi riset dan kajian Obat dan Makanan yang berbasis non 

laboratorium.  

Selain kegiatan pada Tabel 6, PRKOM juga melakukan kegiatan forum konsultasi 

dan diseminasi riset dan kajian nasional dalam rangka memperkuat hasil riset dan 

kajian serta dapat dimanfaatkan, internalisasi Reformasi Birokrasi, evaluasi kinerja 

PRKOM, pemberian Bimtek dan Sosialisasi Tools Survei Tingkat Kepuasan 

Masyarakat dan Survei Tingkat Kepuasan Pelaku Usaha ke seluruh BBPOM/Balai 

POM di Indonesia, dan Sosialisasi Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen 

Kesehatan, Kosmetik dan Pangan yang Aman (Tabel 8). 

 

B. Akuntabilitas Keuangan  

Berdasarkan alokasi anggaran dalam DIPA Nomor SP DIPA-063.01.1.632441/2019 

tanggal 5 Desember 2019 yang dituangkan ke dalam Program Pengawasan Obat 

dan Makanan yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 24.639.510.000,- 

(dua puluh empat milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu 

rupiah), terserap sebesar Rp. 23.148.724.985,- (Dua puluh tiga milyar seratus 

empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan 

puluh lima rupiah) atau 93,95%. 

Anggaran PRKOM tahun 2019 belum terserap maksimal (Tabel 8) disebabkan 

kurangnya monitoring realisasi anggaran sehingga terlambat untuk melakukan 

efisiensi, anggaran perawatan peralatan/perlengkapan kantor tidak terserap secara 

optimal karena aset masih dalam kondisi bagus dan belum memerlukan perawatan, 

sisa anggaran lelang dikarenakan penyedia memberikan harga yang sangat rendah 

dari HPS yang ditentukan. Selain itu, realisasi untuk seminar/workshop/ 

pelatihan/mengikuti kegiatan BPOM di dalam negeri juga rendah karena lebih 

banyak dilakukan in-house training. 

Selain hal tersebut diatas, PRKOM juga melakukan efisiensi dalam beberapa hal 

seperti menggabungkan rapat pembahasan dengan narasumber untuk topik-topik 

riset yang mirip sehingga ada efisiensi honor dan biaya perjalanan narasumber. 

Pengukuran akuntabilitas keuangan berdasarkan kegiatan dirinci sebagai berikut: 
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Tabel 8. Realisasi Keuangan Tahun 2019 berdasarkan Kegiatan  

NO KEGIATAN 
 ALOKASI 

ANGGARAN 
(Rp.)  

REALISASI 

 KEUANGAN 
(Rp.)  

PERSENTASE 
(%) 

I SOTK Baru     
 

A Riset dan Kajian yang dilaksanakan sesuai kebutuhan 

  Riset dan Kajian Obat dan Makanan  

  1 Kajian Obat Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) yang diadakan melalui 
e-katalog 

187.575.000 158.731.400 84,62 

  2 Kajian Keamanan Pangan (INARAC) 716.745.000      647.429.250  90,33 

  3 Kajian Implementasi Kebijakan Post 
Border terhadap Pengawasan  

926.040.000      835.165.196 90,19 

  4 Kajian Dampak Ekonomi Produk Obat 
Ilegal 

215.630.000      202.968.205 94,13 

 5 Survei Pemutakhiran Profil Obat 
Beredar 

1.046.390.000 1.025.566.800 98,01 

  6 Kajian Hubungan Konsumsi Minuman 
berenergi dan Jamu BKO dengan 
Gagal ginjal 

     985.980.000      193.370.600  94,85 

 7 Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran, 
Kepuasan Masyarakat terhadap Obat 
dan Makanan Aman Tahun 2019 

6.867.525.000 6.822.714.864 99,35 

Peningkatan Infrastruktur dan pendukung Riset 
dan Kajian 

    
 

  1 Pengadaan Penunjang Riset dan 
Kajian  

90.000.000 89.665.000 99,63 

  Peningkatan kinerja berkelanjutan     
 

  1 Seminar/Workshop/Pelatihan/Mengikuti 
kegiatan BPOM di dalam negeri 

98.930.000 72.704.294 73,49 

  2 Workshop/Seminar/Pelatihan di Luar 
Negeri 

     31.000.000 30.361.899 97,94 

  3 Pelatihan Teknis/Manajemen di kantor 
Sendiri (In House Training) 

372.460.000 352.754.300 94,71 

 
4 Penerapan Sistem Mutu      369.615.000 364.577.000 98,64 

 
5 Kerja Sama antar Instansi/satker di 

BPOM/Lembaga 
311.790.000 284.779.764 91,34 

 
6 Capacity Building dalam rangka 

Peningkatan Kompetensi 
   361.625.000     354.412.400  98,01 

 
7 Penghapusan BMN    2.070.000    1.923.000 92,90 

 8 Pengembangan Sistem Informasi Riset  48.140.000  46.054.500 95,67 

 9 Bimtek dan Sosialisasi Tools Survei 
Tingkat Kepuasan Masyarakat dan 
Survei Tingkat Kepuasan Pelaku 
Usaha 

392.660.000 388.344.020 98,90 

 
10 Forum Konsultasi dan Diseminasi Riset 

dan Kajian Obat dan Makanan 
339.030.000 325.074.432 95,88 

 
11 Peningkatan Kemampuan Analisis 

Data Kajian 
     175.310.000   161.111.000  91,90 

 12 Sosialisasi Penggunaan Obat yang 
Baik dan Rasional 

465.620.000 431.195.050 92,61 

 13 Sosialisasi Pangan Aman dari Bahan 
Berbahaya 

959.640.000 872.458.000 90,92 
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LAKIP Pusat Riset Obat dan Makanan 2019 

NO KEGIATAN 
 ALOKASI 

ANGGARAN 
(Rp.)  

REALISASI 

 KEUANGAN 
(Rp.)  

PERSENTASE 
(%) 

 14 Sosialisasi Penggunaan Obat 
Tradisional , Suplemen Kesehatan dan 
Kosmetik yang Baik dan Aman 

618.150.000 590.212.475 95,48 

 15 Evaluasi Kinerja Riset dan Kajian Obat 
dan Makanan 

387.220.000 385.804.900 99,63 

 16 Workshop Internalisasi Reformasi 
Birokrasi 

199.515.000 196.884.500 98,68 

B Layanan Sarana dan Prasarana 
Internal 

   

1 Pengadaan Alat Pengolah Data 60.150.000 52.956.000 88,04 

2 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas 
Perkanroran 

139.850.000 137.711.000 98,47 

C Layanan Perkantoran 
   

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 6.289.000.000 5.601.747.205 89,07 

2 Perawatan Peralatan/Perlengkapan 
Kantor 

79.830.000 59.346.400 74,34 

3 Pengadaan Perlengkapan Kantor 268.500.000 256.213.719 95,42 

4 Perawatan Kendaraan Kantor 78.000.000 35.254.300 45,20 

5 Langganan Daya dan Jasa 354.000.000 325.720.692 92,01 

6 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 133.000.000 127.649.300 95,98 

7 Operasional Perkantoran 1.002.520.000 911.676.000 90,94 

8 Pemeriksaan Kesehatan 66.000.000 64.350.000 97,50 

T O T A L 24.639.510.000 23.148.724.985 93,95 

 
C. Analisis Efisiensi Sumber Daya 

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia 

dilakukan terhadap tiap instrumen kinerja dengan cara membandingkan capaian 

instrumen kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya 

terjadi manakala capaian instrumen kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan 

sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan 

sumber daya manusia. Efisiensi sumber daya dilakukan dengan mengoptimalkan 

penggunaan sistem informasi melalui pengembangan aplikasi untuk mendukung 

pelaksanaan riset dan kajian. Hasil analisis efisiensi sumber daya PRKOM sebesar 

6,05 dan dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini. 

Tabel 9. Analisis Efisiensi Sumber Daya 

Indikator 
Target 

(%)  

Alokasi 
Anggaran 

(Rp.) 

Realisasi (%) 

Efisiensi (%) 
Kinerja Anggaran 

Presentase riset dan kajian 
Obat dan Makanan dan yang 
dilaksanakan sesuai 
kebutuhan Organisasi 

100 23.148.724.98
5 

100 93,95 6,05 
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D. Analisis Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan 

Analisis efisiensi kegiatan merupakan analisis dana yang digunakan terhadap dana 

yang tersedia. Analisis ini untuk memperoleh Indeks Efisiensi (IE) dengan menghitung 

% capaian output dan % capaian input. Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan 

membagi % capaian output dengan % capaian input. Selanjutnya dihitung Tingkat 

Efisiensi (TE) dengan membandingkan Indeks Efisiensi terhadap Standar Efisiensi 

(SE), dimana nilai SE adalah 1. Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, dan 

apabila IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Hasil analisis efisiensi kegiatan 

dapat dilihat pada Tabel 10 : 

Tabel 10. Analisis Tingkat Efisiensi Kegiatan 
No.   Indikator Kinerja Kegiatan, Sub Kegiatan Indeks 

Efisiensi 
(%) 

Standar 
Efisiensi 

(%) 

Tingkat 
Efisiensi 

(%) 

A.  Presentase Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang 
Dilaksanakan Sesuai Kebutuhan 

   

Riset dan Kajian Obat dan Makanan 
   

1   Kajian Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
yang diadakan melalui e-katalog  

1,18 1 0,18 

2 Kajian keamanan pangan (INARAC) 1,11 1 0,11 

3 Kajian Implementasi Kebijakan Post Border 
terhadap Pengawasan Obat dan Makanan 

1,11 1 0,11 

4 Kajian Dampak Ekonomi Produk Obat Ilegal 1,06 1 0,06 

5 Survei Pemutakhiran Profil Obat Beredar 1,02 1 0,02 

6 Kajian Hubungan Konsumsi Minuman berenergi 
dan Jamu BKO dengan Gagal ginjal 

1,06 1 0,06 

7 Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran, Kepuasan 
Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman 
Tahun  2019 

1,01 1 0,01 

Peningkatan Infrastruktur dan pendukung riset dan 
kajian 

   

1 Pengadaan Penunjang Riset dan Kajian 1,004 1 0,004 

Peningkatan Kinerja Berkelanjutan 
   

1 Seminar/Workshop/Pelatihan/Mangikuti kegiatan 
BPOM di Dalam Negeri 

1,36 1 0,36 

2 Workshop/Seminar/Pelatihan di Luar Negeri 1,02 1 0,02 

3 Pelatihan teknis/Manajemen di Kantor Sendiri (In 
House Training) 

1,06 1 0,06 

4 Penerapan Sistem Mutu 1,01 1 0,01 

5 Kerjasama Antar Instansi/Satker di BPOM/Lembaga  1,09 1 0,09 

6 Capacity Building dalam rangka Peningkatan 
Kompetensi 

1,02 1 0,02 

7 Penghapusan BMN 1,08 1 0,08 

8 Pengembangan Sistem Informasi Riset 1,05 1 0,05 
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LAKIP Pusat Riset Obat dan Makanan 2019 

No.   Indikator Kinerja Kegiatan, Sub Kegiatan Indeks 
Efisiensi 

(%) 

Standar 
Efisiensi 

(%) 

Tingkat 
Efisiensi 

(%) 

9 Bimtek dan Sosialisasi Tools Survei Tingkat 
Kepuasan Masyarakat dan Survei Tingkat 
Kepuasan Pelaku Usaha 

1,01 1 0,01 

10 Peningkatan Kemampuan Analisis Data Kajian 1,08 1 0,08 

11 Forum konsultasi dan Diseminasi Riset dan Kajian 
Obat dan Makanan 

1,04 1 0,04 

12 Sosialisasi Penggunaan Obat yang Baik dan 
Rasional 

1,07 1 0,07 

13 Sosialisasi Pangan Aman dari Bahan Berbahaya  1,09 1 0,09 

14 Sosialisasi Penggunaan Obat Tradisional , 
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Baik dan 
Aman 

1,05 1 0,05 

15 Evaluasi Kinerja Riset dan Kajian Obat dan 
Makanan 

1,01 1 0,01 

16 Workshop Internalisasi Reformasi Birokrasi 1,01 1 0,01 

B. Layanan Sarana dan Prasarana Internal 
   

1 Pengadaan Alat Pengolah Data 1,14 1 0,14 

2 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1,02 1 0,02 

C. Layanan Perkantoran 
   

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1,12 1 0,12 

2 Perawatan Peralatan/Perlengkapan Kantor 1,34 1 0,34 

3 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1,05 1 0,05 

4 Perawatan Kendaraan Kantor 2,21 1 1,21 

5 Langganan daya dan Jasa 1,09 1 0,09 

6 Pemeliharaan Gedung dan Halaman 1,04 1 0,04 

7 Operasional Perkantoran 1,10 1 0,10 

8 Pemeriksaan Kesehatan 1,03 1 0,03 

Dari 7 (tujuh) kegiatan Riset dan Kajian yang dilaksanakan diperoleh nilai IE sebesar 

1,07, dan nilai tersebut lebih besar SE (1), apabila IE ≥ SE dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan riset dan kajian telah dilaksanakan secara efisien dengan tingkat efisiensi 

sebesar 0,07, dapat dikategorikan 100 % efisien. Hal iini sesuai dengan range indikator 

perhitungan tingkat efisiensi: 0 – 0,2 : 100 %.   

E. Evaluasi Dan Analisis Terhadap Rekomendasi Lakip Tahun 2018 

Pada LAKIP Tahun anggaran 2018 Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan 

(PRKOM) telah menghasilkan 8 (delapan) riset dan kajian Obat dan Makanan dengan 

indikator persentase riset dan kajian Obat dan Makanan yang dimanfaatkan, dengan 

capaian realisasi kinerja 100%. Realisasi keuangan sebesar 84,10%. Pada LAKIP  

tahun 2018 tercantum beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada tahun 

2019 sebagai tercantum pada Tabel 11 : 
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Tabel 11. Evaluasi dan Analisis Terhadap Rekomendasi Tahun 2018 

REKOMENDASI TAHUN 2018 TINDAK LANJUT 2019 

1. Terkait dengan Sistem Organisasi Tata 
Kelola (SOTK) baru BPOM, PRKOM 
mengalami perubahan pola riset yang semula 
lebih fokus pada riset laboratorium (wet 
laboratory) berubah menjadi riset non 
laboratorium (dry laboratory) berbasis kajian 
dan survei maka diperlukan peningkatan 
kompetensi SDM dan instrumen pendukung 
yang sesuai 

Telah dilakukan perbaikan gap competency 
sesuai dengan SOTK baru PRKOM melalui 
peningkatan kegiatan in-house training, 
workshop, pelatihan dalam dan luar negeri.   

2. Penyusunan Rencana Induk Riset dan Kajian   
Obat dan Makanan (RIRKOM) 2019-2024 
agar segera  disahkan (dilegalisasi) sehingga 
arah kebijakan riset dan kajian Obat dan 
Makanan yang  akan dilakukan PRKOM ke 
depan lebih tepat sasaran 

Rencana Induk Riset dan Kajian Obat dan 
Makanan telah disahkan dan direview pada 
tahun 2019 agar dapat menjadi roadmap 
kegiatan riset dan kajian yang sesuai dengan 
kebutuhan pimpinan BPOM dan unit terkait di 
BPOM. 

3. Kegiatan riset dan kajian yang akan 
dilakukan pada skala nasional dalam rangka 
meningkatkan efektifitas kinerja pengawasan 
Obat dan Makanan. Hal ini bertujuan agar 
riset dan kajian yang dihasilkan memiliki daya 
ungkit terhadap peningkatan sistem 
pengawasan keamanan Obat dan Makanan 
serta menjadi riset yang lebih menyentuh 
kepada masyarakat sebagai obyek yang 
dilindungi. 

Kegiatan riset dan kajian Obat dan Makanan 
tahun 2019 difokuskan kepada pengukuran 
Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM pada level 
Sasaran Strategis 1 (SS1) yaitu Terwujudnya 
Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dan  
Sasaran Strategis 2 (SS2) yaitu Meningkatnya 
kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta 
kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap 
keamanan, manfaat dan mutu Obat dan 
Makanan.  
 
Selain itu  Kajian Hubungan Konsumsi Minuman 
berenergi dan Jamu BKO dengan Gagal ginjal 
dan Kajian INARAC yang berjudul Kajian Risiko 
3-MCPD-E dan GE ada Produk Minyak Sawit 
juga lebih menyentuh kepada masyakat yang 
banyak mengkonsumsi produk-produk tersebut. 

4. Analisis rencana kegiatan riset dan kajian 
Obat dan Makanan perlu dilakukan 
berdasarkan skala prioritas dengan 
mempertimbangkan kebijakan suprasistem 
BPOM terhadap kinerja BPOM dalam 
pengawasan Obat dan Makanan. 

 

Hal ini telah dilaksanakan pada kegiatan riset 
dan kajian berbasis survei pada tahun 2019 
antara lain:  1) Survei Pemutakhiran Profil 
Produk Obat Beredar; 2) Kajian Pengukuran 
Indek Kepatuhan (compliance index) Pelaku 
Usaha Obat dan Makanan Dalam Memenuhi 
Ketentuan BPOM; 3) Survei Tingkat Kepuasan 
Pelaku Usaha Obat dan Makanan Terhadap 
Pemberian  Bimbingan Dan Pembinaan BPOM  
4) Kajian Pengukuran Tingkat Kesadaran dan 
Kepuasan Masyarakat Terhadap Obat dan 
Makanan.  

5. Jejaring kolaborasi riset nasional dan 
internasional perlu ditingkatkan untuk 
percepatan dan penguatan pencapaian target 
kinerja PRKOM, karena banyaknya 
permintaan dari pemangku kepentingan 
internal dan eksternal. 

Sebagian besar laporan kegiatan riset tahun 
2018 telah didiseminasikan kepada unit teknis 
yang mengajukan permintaan riset dan kajian 
tersebut dilakukan. Bentuk diseminasi berupa 
penyampaian laporan tahunan kepada unit-unit 
teknis terkait. Pada pelaksanaan riset dan kajian 
telah banyak melibatkan pakar dari berbagai 
Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga lain 
seperti Kementan, BPS, KKP, Kemendag, WHO 
Indonesia, dll. 
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LAKIP Pusat Riset Obat dan Makanan 2019 

REKOMENDASI TAHUN 2018 TINDAK LANJUT 2019 

6. Peningkatan kualitas riset Obat dan Makanan 
berbasis kajian untuk mendukung kebijakan 
pengawasan Obat dan Makanan.  

 
 
 

Telah dilakukan forum konsultasi dengan unit 
terkait dan stakeholders sebelum pelaksanaan 
riset dan kajian untuk memperoleh masukan dan 
memperkuat tujuan dan metodologi riset dan 
kajian 
Telah dilakukan pengukuran kualitas/ 
kemanfaatan riset dan kajian ke stakeholders 
internal BPOM dengan menggunakan kuesioner 
kemanfaatan riset dan kajian Obat dan 
Makanan. 
Menyusun design riset dan melakukan validasi 
tools, Juknis  yang akan dipakai pada riset dan 
kajian   
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PENUTUP 
 

 

Tahun anggaran 2019 Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) telah 

menghasilkan 7 (tujuh) judul riset dan kajian Obat dan Makanan dengan indikator 

persentase riset dan kajian Obat dan Makanan sesuai kebutuhan organisasi, dengan 

capaian realisasi kinerja 100%. Output tercapai 100% dan sasaran kegiatan juga 

tercapai yaitu menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.  Terdapat 

beberapa kendala dan solusi penanganannya untuk tercapainya sasaran kegiatan.   

Realisasi capaian kinerja mengalami kenaikan khususnya pada sasaran kegiatan 1 dan 

5 menjadi 100% dan kenaikan nilai AKIB PRKOM menjadi 74,96 (BB).  Realisasi 

keuangan tahun 2019 sebesar 93,95% naik 9,85% dibanding tahun 2018 dengan 

efisiensi anggaran sebesar 6,05%. Hasil analisis efisiensi pelaksanaan kegiatan 

menunjukkan nilai indeks efisiensi 1,07 lebih besar dari standar efisiensi (1,0) sehingga 

dapat dinyatakan kegiatan riset dan kajian telah dilaksanakan secara efisien (100%). 

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan dalam mencapai sasaran 

strategis PRKOM di masa yang akan datang antara lain adalah : 

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja tahunan dengan mencantumkan 

sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam mencapai 

target kinerja 

2. Menyusun mekanisme pemberian reward dan punishment yang diberikan 

berdasarkan capaian kinerja masing-masing individu 

3. Laporan kinerja disusun dengan membandingkan data capaian kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan 

perbandingan lain yang diperlukan.  Perlu disajikan perbandingan antara realisasi 

tahun berjalan dengan standar nasional (RPJMN) dan realisasi tahun berjalan 

dibandingkan dengan capaian unit/organisasi yang setara 

4. Evaluasi internal dilakukan secara berkala dan terdapat bukti dokumentasi atas 

pelaksanaan rekomendasi terhadap kendala pencapaian kinerja 

5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi yang terjadwal dan terdokumentasi agar 

pelaksanaan riset dan kajian sesuai timeline dan mampu memitigasi risiko yang 

mungkin terjadi 

6. Pembentukkan tim evaluator untuk Penilaian Mandiri SAKIP di tingkat unit PRKOM 

dan tim lainnya untuk updating data di aplikasi SIMOLEKDESI 


